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Abstrak 
Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan hukum diantaranya menetapkan COVID-19 
sebagai bencana nasional dan Pembatasan Berskala Sosial Besar. Kebijakan tersebut berakibat 
menurunnya perekonomian masyarakat dan tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu kontrak. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana cara membuktikan para pihak yang terindikasi 
force majeure akibat pandemi COVID-19, dan apa upaya hukumnya jika salah satu pihak tidak 
dapat memenuhi prestasi dengan alasan force majeure. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis 
normatif, yakni penelitian hukum dengan menelusuri peraturan yang berlaku dan literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti sebagai bahan Pustaka atau data sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara membuktikan force majeure harus dipenuhinya unsur-
unsur pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang dapat menimbulkan keadaan force majeur. 
Perlu dilakukan penelitian dan analisis isi kontrak dengan mengkaji klausul-klausul dalam 
kontrak dan mencermati unsur-unsur essensialia. Upaya hukum karena tidak terpenuhinya 
prestasi dalam suatu kontrak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara nonlitigasi dan 
litigasi. 
Kata Kunci: force majeure, cara membuktikan, upaya hukum. 
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Pemerintah Indonesia meminta 
masyarakat untuk melakukan jaga jarak 
(physical distancing) dan 
bekerja/belajar dari rumah. 
Pemerintah mengeluarkan sejumlah 
kebijakan hukum diantaranya, 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 
Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan 
Sosisal Berskala Besar), Penetapan 
Bencana Non Alam  Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai 
bencana nasional melalui Keputusan 
Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 
2012. Di sejumlah wilayah Indonesia 
juga mengeluarkan berbagai jenis 
peraturan serupa dalam rangka 
menghambat penyebaran COVID-19, 
seperti di DKI Jakarta melalui 
penetapan Peraturan Gubernur Nomor 
33 Tahun 2020 tentang PSBB. Dalam 
peraturan gubernur tersebut 
diberlakukan penghentian sementara 
dan pembatasan aktivitas di tempat 
kerja/kantor, sekolah, wisata, dan 
ibadah. Dalam aturan PSBB DKI Jakarta 
delapan sektor tertentu diperbolehkan 
beroperasi dengan syarat menerapkan 
protokol pencegahan COVID-19.  
Pemberlakuan PSBB yang 
membatasi ruang gerak masyarakat dan 
pelaku usaha membuat perekonomian 
merosot. Kegiatan dan operasional 
usaha tidak dapat berjalan secara 
normal, pelaku usaha di berbagai sektor 
seperti pariwisata, mall, restoran, hotel, 
dan transportasi mengalami kerugian 
yang besar dan bahkan terancam 
bangkrut karena daya beli masyarakat 
lemah. Jika PSBB dilanggar maka pelaku 
usaha akan dikenakan sanksi berupa 
teguran, denda, dan penutupan usaha. 
Akibat pembatasan tersebut membuat 
perusahaan dan pelaku usaha tidak 
dapat menjalankan bisnisnya, 
mendapatkan pendapatan secara 
optimal, dan memenuhi prestasi dengan 
perusahaan lainnya. Menurunnya 
pendapatan berakibat pada debitur 
tidak dapat melunasi utang-utangnya 
terhadapat kreditur. Apabila debitur 
dapat membuktikan adanya force 
majeure, maka wanprestasi dapat 
dibenarkan oleh hukum. 
Menurut Salim HS, Perjanjian 
adalah hubungan hukum antara subjek 
yang satu dengan subjek yang lain 
dalam bidang harta kekayaan, dimana 
subjek hukum yang satu berhak atas 
prestasi dan begitu juga subjek hukum 
yang lain berkewajiban untuk 
melaksanakan prestasinya sesuai 
dengan yang telah disepakatinya.  
Kesepakatan yang telah dibuat para 
pihak di bidang harta kekayaan akan 
dituangkan ke dalam suatu dokumen 
dan ditandatangani. Dokumen itu 
dikenal dengan istilah “Kontrak Bisnis” 
atau “Kontrak Dagang”. Bisnis berarti 
suatu perbuatan yang mempunyai nilai 
komersial. Dapat diartikan kontrak 
bisnis adalah perjanjian tertulis yang 
mempunyai nilai komersial yang 
disepakati para pihak.  
Klausula tentang force majeure 
atau keadaan memaksa biasanya dapat 
ditemukan dalam kontrak yang dibuat 
dan disepakati para pihak. Untuk 
menghindari tuntutan wanprestasi, 
debitur dapat menggunakan force 
majeure sebagai alasan pembenaran. 
Tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh 
debitur karena suatu peristiwa yang 
tidak dapat dikira terjadinya dan 
debitur tidak dapat melakukan 
tindakan apa-apa pada saat peristiwa 
tersebut terjadi harus dibuktikan oleh 
debitur. Tidak mudah menyatakan 
bahwa suatu bencana atau keadaan 
yang tidak terduga dapat dikategorikan 
telah memenuhi konsep force majeure 
melainkan force majeure tersebut harus 
dibuktikan oleh para pihak dalam 
perjanjian. Sebagaimana telah 
diuraikan diatas terdapat dua 
permasalahan yang akan dikaji oleh 
penulis, yaitu bagaimana cara 
membuktikan para pihak yang 
terindikasi force majeure akibat 
pandemi COVID-19, dan apa upaya 





hukumnya jika salah satu pihak tidak 
dapat memenuhi prestasi dengan 
alasan force majeure ? 
 
METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian hukum ini 
penulis menggunakan jenis penelitian 
yuridis normatif, yakni penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara 
menelusuri ketentuan peraturan yang 
berlaku dan literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang 
hendak diteliti sebagai bahan Pustaka 
atau data sekunder.  Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan undang-undang (statute 
approach) dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach).  
Pengumpulan data menggunakan 
cara studi kepustakaan. Studi 
kepustakaan merupakan cara untuk 
memperoleh data sekunder dengan 
melakukan studi dokumen atau studi 
terhadap bahan-bahan kepustakaan 
seperti perundang-undangan, 
peraturan-peraturan, buku, jurnal, atau 
laporan terkait dengan masalah yang 
akan diteliti. Pengolahan data yang 
telah ditentukan berupa data sekunder 
yang telah dikumpulkan untuk 
menjawab rumusan masalah dengan 
cara analisis kualitatif (qualitify content 
analysis). Teknik penulisan kualitatif, 
yaitu menjelaskan secara rinci dan 
sistematis terhadap pemecahan 
masalah penelitian secara lebih terukur. 
 
PEMBAHASAN 
1. Cara Membuktikan Para Pihak 
yang Terindikasi Force Majeure Akibat 
Pandemi COVID-19 
Para pihak wajib patuh terhadap 
perjanjian sebagaimana patuh terhadap 
undang-undang. Akan tetapi, tidak 
semua prestasi dalam suatu perjanjian 
dapat dilaksanakan dikarenakan 
wanprestasi baik yang dilakukan 
kreditur maupun debitur dan force 
majeure atau keadaan memaksa. Jika 
termasuk wanprestasi maka pihak yang 
lalai akan dimintakan ganti rugi. 
Sebaliknya kreditur atau debitur akan 
dibebaskan dari ganti rugi jika 
termasuk force majeure.  
Force majeure adalah suatu 
peristiwa atau kejadian setelah 
dibuatnya kontrak yang menghalangi 
baik kreditur maupun debitur dalam 
melaksanakan prestasinya. Dimana 
pihak yang tidak melaksanakan prestasi 
tidak boleh disalahkan dan tidak 
bertanggungjawab terhadap resiko 
kerugian serta peristiwa tersebut tidak 
dapat dikira saat kontrak dibuat. Force 
majeure merupakan pembelaan debitur 
yang menerangkan bahwa kegagalan 
dalam memenuhi prestasi dalam 
perjanjian disebabkan oleh suatu 
peristiwa yang tidak disangka dan 
debitur tidak dapat melakukan 
tindakan apapun saat terjadinya 
peristiwa tersebut sementara debitur 
tidak beritikad buruk.  
Dalam pasal 1244 dan 1245 
KUHPerdata diatur mengenai 
ketentuan force majeure. Dalam pasal 
tersebut tidak secara tegas dan jelas 
mendefinisikan force majeure, hanya 
mengatur permasalahan ganti rugi saja. 
Akan tetapi permasalahan force 
majeure pasti selalu permasalahan 
ganti rugi karena tidak dipenuhinya 
prestasi yang berakibat pada terjadinya 
kerugian. Suatu bencana tidak serta 
merta dinyatakan force majeure 
melainkan harus dibuktikan dahulu 
dengan dipenuhinya unsur-unsur force 
majeure yang terdapat dalam Pasal 
1244 dan 1245 KUHPerdata. Unsur-
unsurnya yaitu : tidak dapat diduga 
akan terjadinya peristiwa atau keadaan 
tersebut; tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada si 
berutang atau debitur; debitur tidak 
beritikad buruk; adanya keadaan yang 
tidak disengaja; prestasi tidak dapat 
dilaksanakan karena terhalang oleh 
keadaan itu; jika dipenuhi maka akan 
dikenai larangan; keadaan di luar 
kemampuan debitur; siapapun tidak 
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dapat menghindari keadaan tersebut; 
kesalahan atau kelalaian yang 
dilakukan oleh debitur tidak terbukti. 
Dengan dipenuhinya unsur-unsur force 
majeure tersebut, maka debitur tidak 
dapat dimintai membayar kerugian 
karena tidak terlaksananya prestasi. 
Keadaan memaksa atau force 
majeure selain diatur dalam Pasal 1244 
dan 1245 KUHPerdata juga diatur 
dalam Pasal 1545, 1553, 1444, 1445, 
dan 1460 KUHPerdata yang dapat 
dijadikan petunjuk mengenai force 
majeure. Dijelaskan dalam pasal 1244 
KUHPerdata bahwa pembuktian 
dibebankan kepada debitur. Debitur 
akan dibebaskan dari pembayaran ganti 
rugi jika dapat membuktikan unsur-
unsur force majeure. Dijelaskan dalam 
pasal 1245 KUHPerdata bahwa debitur 
dibebaskan dari biaya, rugi, dan bunga  
jika terjadi force majeure yang 
disebabkan oleh keadaan yang tidak 
disengaja sehingga membuat debitur 
tidak dapat berbuat apapun karena 
adanya suatu halangan.  Dalam 
praktiknya unsur-unsur force majeure 
juga harus dibuktikan keberadaan dan 
kebenerannya di pengadilan. 
Masyarakat khususnya pelaku 
usaha berasumsi bahwa COVID-19 
dapat dijadikan alasan force majeure 
dalam pembatalan kontrak bisnis, 
karena ditetapkannya COVID-19 
sebagai bencana nasional melalui 
Keppres Nomor 12 Tahun 2020 sebagai 
dasar hukum pembenaran force 
majeure. Alasannya bencana 
merupakan suatu peristiwa atau 
kejadian di luar kemampuan manusia 
yang mengakibatkan prestasi dalam 
perjanjian tidak dapat dilaksanakan. 
Keadaan memaksa dibedakan menjadi 
dua macam, yaitu keadaan memaksa 
yang absolut dan keadaan memaksa 
yang relatif.  Keadaan memaksa absolut 
membuat prestasi tidak mungkin 
dipenuhi oleh debitur, biasanya 
disebabkan bencana alam. Sedangkan 
keadaan memaksa relatif, masih 
memungkinkan dipenuhi prestasi oleh 
debitur meskipun dengan pengorbanan 
yang besar. Dalam hal ini pandemi 
COVID-19 termasuk keadaan memaksa 
relatif. 
Kontrak tidak dapat diubah dan 
dibatalkan secara sepihak akibat 
pandemi COVID-19, meskipun pandemi 
ini menyebabkan pembatasan dan 
penutupan (lockdown) di sejumlah 
wilayah Indonesia yang membuat 
prestasi tidak dapat dijalankan oleh 
para pihak yang berkontrak, misal A 
membuat kontrak B yang isinya adalah 
A mampu mengantarkan barang dari 
Bandung ke Jakarta pada tanggal yang 
disepakati para pihak, A mengantarkan 
barang pada tanggal yang disepakati, 
akan tetapi barang tersebut tidak bisa 
masuk ke Jakarta karena Jakarta ditutup 
akses keluar masuknya atau lockdown. 
Prestasi harus tetap dipenuhi oleh A, 
akan tetapi pemenuhan prestasi 
membutuhkan waktu yang relatif lama 
dan biaya yang mahal. 
Para pihak yang membuat kontrak 
biasanya mencantumkan klausul 
mengenai force majeure dalam isi 
kontrak tersebut. Klausul force majeure 
akan dipatuhi dan ditaati oleh para 
pihak jika force majeure terjadi. Dimana 
klausul tersebut dapat menyatakan jika 
tidak dipenuhinya prestasi karena force 
majeure maka kontrak dapat diubah, 
diperbaharui, dan dibatalkan. Kontrak 
tidak dapat dibatalkan secara sepihak 
dengan alasan force majeure. Unsur 
essensialia merupakan hal pokok yang 
wajib ada dalam suatu perjanjian. Unsur 
essensialia sangat penting dalam 
kontrak sebab unsur ini digunakan 
untuk memberikan rumusan, definisi 
dan pengertian dari suatu kontrak. 
Perlu dilakukan penelitian dan analisis 
isi kontrak dengan mengkaji klausul-
klausul dalam kontrak. Unsur-unsur 
esensial dalam kontrak harus dikaji 
untuk dapat menyatakan pandemi 
COVID-19 sebagai force majeure, yaitu :  





1) Apakah ada dan dijelaskan 
mengenai klausul mengenai 
force majeure dalam kontrak  
2) Definisi dan batasan force 
majeure yang ditetapkan para 
pihak dalam kontrak 
3) Penetapan COVID-19 sebagai 
bencana nasional dengan 
pelaksanaan perjanjian adanya 
hubungan sebab akibat 
4) Adanya itikad baik dari pihak 
yang terindikasi dalam 
keadaan memaksa. 
Apabila klausul force majeure 
tidak dicantumkan oleh para pihak, 
maka para pihak tunduk kepada 
undang-undang. Jika para pihak 
mencantumkan klausul force majeure 
penting untuk dikaji hal apa saja yang 
diatur dalam ketentuan force majeure 
tersebut. 
 
2. Upaya Hukum Jika Salah Satu 
Pihak Tidak Dapat Memenuhi Prestasi 
Dengan Alasan Force Majeure 
Upaya hukum untuk 
menyelesaikan sengketa karena tidak 
dipenuhinya prestasi dalam suatu 
kontrak dengan alasan force majeure  
berdasarkan hukum positif dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu 
nonlitigasi dan litigasi. 
A. Non Litigasi 
Penyelesaian sengketa melalui 
nonlitigasi, dijelaskan Pasal 6 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa berbunyi: 
“Sengketa atau beda pendapat perdata 
dapat diselesaikan oleh para pihak 
melalui alternatif penyelesaian 
sengketa yang didasarkan pada itikad 
baik dengan mengesampingkan 
penyelesaian secara litigasi di 
Pengadilan Negeri”.   Penyelesaian 
sengketa diluar pengadilan dapat 
dilakukan dengan cara konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau 
penilaian ahli melalui suatu prosedur 
yang disepakati para pihak. 
Penyelesaian sengketa diluar 
pengadilan lebih efektif dan membantu 
meringankan masyarakat dari segi 
waktu dan biaya.   
 Permasalahan kontrak antara 
pihak dapat diselesaikan dengan 
banyak cara. Namun, cara yang paling 
disarankan ialah dengan melakukan 
musyawarah. Melalui musyawarah para 
pihak dapat menyampaikan kehendak 
masing-masing, bertatap muka secara 
langsung untuk menyelesaikan masalah 
tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. 
Adanya pengaruh pihak lain dapat 
menghambat laju informasi dan 
kehendak yang akan disampaikan para 
pihak. Sehingga musyawarah 
merupakan solusi yang efektif bagi para 
pihak yang mengalami permasalahan 
dalam kontrak selama masa pandemi 
COVID-19. 
Penetapan pandemi COVID-19 
sebaga bencana nasional yang dijadikan 
alasan pembenar force majeure dalam 
pembatalan kontrak secara langsung 
oleh masyarakat dan pelaku usaha 
merupakan suatu pemikiran dan 
tindakan yang salah dan meresahkan. 
Para pihak dapat menempuh upaya 
negosiasi terlebih dahulu terkait 
pembatalan atau mengubah isi kontrak. 
Sehingga dapat dikatakan upaya hukum 
yang dapat ditempuh oleh para pihak 
karena tidak terpenuhinya prestasi 
dalam kontrak bisnis yaitu dengan cara 
renegosiasi kontrak. Jadi para pihak 
dapat menunda pelaksanaan kontrak 
dengan menyepakati penundaan 
dengan cara bernegosiasi.  
B. Litigasi 
Litigasi merupakan proses 
penyelesaian sengketa di pengadilan, 
dimana pihak yang bersengketa 
mengajukan gugatan terhadap pihak 
lain dan akan saling berhadapan satu 
sama lain di muka pengadilan untuk 
mempertahankan hak-haknya. Proses 
pengadilan yaitu terkait pada ketentuan 
hukum acara yang berlaku. Di muka 
pengadilan para pihak akan saling 
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berhadapan untuk beragumentasi dan 
mengajukan alat bukti. 
Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., 
M.H. mengatakan bahwa secara 
konvensional, penyelesaian sengketa 
dalam dunia bisnis, seperti dalam 
perdagangan, perbankan, proyek 
pertambangan, minyak dan gas, energi, 
infrastruktur, dan sebagainya dilakukan 
melalui proses litigasi. Dalam proses 
litigasi menempatkan para pihak saling 
berlawanan satu sama lain, selain itu 
penyelesaian sengketa secara litigasi 
merupakan sarana akhir (ultimum 
remidium) setelah alternatif 
penyelesaian sengketa lain tidak 
membuahkan hasil.  
Salah satu proses penyelesaian di 
pengadilan yaitu mediasi, mediasi yang 
berada di dalam pengadilan diatur oleh 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 
No. 2 Tahun 2003. Diwajibkan sebelum 
masuk ke pokok perkara perdata akan 
diupayakan mediasi terlebih dahulu 
antara para pihak yang bersengketa. 
Mediator terdiri dari hakim-hakim 
Pengadilan Negeri tersebut yang tidak 
menangani perkaranya. Mediator 
ditentukan oleh para pihak atau 




Cara membuktikan para pihak 
yang terindikasi force majeure akibat 
pandemi COVID-19 dapat dibuktikan 
dengan dipenuhinya unsur-unsur yang 
terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 
KUHPerdata. Unsur-unsurnya yaitu : 
tidak dapat diduga akan terjadinya 
peristiwa atau keadaan tersebut; tidak 
dapat dipertanggungjawabkan kepada 
si berutang atau debitur; debitur tidak 
beritikad buruk; adanya keadaan yang 
tidak disengaja; prestasi tidak dapat 
dilaksanakan karena terhalang oleh 
keadaan itu; jika dipenuhi maka akan 
dikenai larangan; keadaan di luar 
kemampuan debitur; siapapun tidak 
dapat menghindari keadaan tersebut; 
kesalahan atau kelalaian yang 
dilakukan oleh debitur tidak terbukti. 
Dengan dipenuhinya unsur-unsur 
tersebut maka pihak yang tidak 
memenuhi prestasi tidak dapat dimintai 
ganti rugi. Unsur-unsur esensial dalam 
kontrak harus dikaji untuk dapat 
menyatakan penetapan pandemi 
COVID-19 yang merupakan bencana 
nasional sebagai force majeure. 
Upaya hukumnya jika salah satu 
pihak tidak dapat memenuhi prestasi 
dengan alasan force majeure. 
Berdasarkan hukum positif dapat 
dilakukan dengan 2 cara, yaitu 
nonlitigasi dan litigasi. Nonlitigasi 
merupakan penyelesaian sengketa 
diluar pengadilan yang dapat dilakukan 
dengan cara konsultasi, negosiasi, 
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli 
melalui suatu prosedur yang disepakati 
para pihak. Litigasi adalah proses 
penyelesaian sengketa di pengadilan, 
dimana pihak yang bersengketa 
mengajukan gugatan terhadap pihak 
lain dan akan saling berhadapan satu 
sama lain di muka pengadilan untuk 
mempertahankan hak-haknya.  
 
2. Saran 
Para pihak khususnya debitur 
jangan menjadikan pandemi COVID-19 
yang merupakan bencana nonalam ini 
sebagai alasan force majeure karena 
tidak terpenuhinya suatu prestasi 
dalam kontrak bisnis. Akan tetapi para 
pihak harus bermusyawarah dan 
bernegosiasi dalam penundaan 
pelaksanaan prestasi. Dimana para 
pihak harus saling memahami situasi 
dan kondisi pada masa pandemi COVID-
19 bahwa pelaksanaan kontrak tidak 
dapat dilaksanakan berdasarkan waktu 
yang disepakati kedua belah pihak 
dalam kontrak dikarenakan kebijakan 
pemerintah seperti Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) yang tidak 
memungkinkan pelaksanaan kontrak. 
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